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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Yang Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah 

Konstitusi) 

 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XXI/2023 PERIHAL 

PENGUJIAN FORMIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 

 
14 APRIL 2023 

 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, pukul 10.35 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Formil 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 

Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023. Dalam Sidang 

Pengucapan Putusan Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023, perwakilan DPR RI 

dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

 

B. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian Perppu Cipta Kerja diajukan oleh Federasi 
Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, yang diwakili oleh Baso Rukman Abdul Jihad 
(Ketua Umum) dan Lilis Mahmudah (Sekretaris Umum), Federasi Serikat Pekerja 
Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang 
diwakili oleh Wiwit Widuri, S.H., M.H. (Ketua Umum) dan Gatot Subroto 
(Sekretaris Umum), Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan 
Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Dedi Sudarajat 
(Ketua Umum) dan Moch. Edi Priyanto (Sekretaris Umum),Federasi Serikat 
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Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang 
diwakili oleh Arif Minardi (Ketua Umum) dan Ir Idrus (Sekretaris Umum), 
Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif- Konfederasi Serikat 
Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat (Ketua 
Umum) dan Muhammad Asrul Ramadhan Ramadhan, S.H., M.M, Federasi Serikat 
Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandiri Kalimantan Barat, yang 
diwakili oleh M. Bustanul Ulum (Ketua Umum) dan Firlandie, A.Md (Sekretaris 
Jenderal), Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, yang diwakili oleh 
Achmad Mundji (Ketua Umum) dan Saadi (Sekretaris Umum), Federasi Serikat 
Pekerja Rakyat Indonesia, yang diwakili oleh Stefanus Willa Faradian Purwoko 
(Presiden) dan M. Taat Badarudin (Sekretaris Jenderal), Gabungan Serikat Buruh 
Indonesia, yang diwakili oleh Rudi Hartono B Daman (Ketua Umum) dan Emelia 
Yanti Mala Dewi Siahaan (Sekretaris Jenderal), Konfederasi Buruh Merdeka 
Indonesia, yang diwakili oleh Wahidin (Presiden) dan Ajat Sudrajat (Sekretaris 
Jenderal), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh 
Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Arif Minardi (Sekretaris Jenderal), 
Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, yang diwakili oleh Wahidin (Presiden) 
dan Zulkhair (Sekretaris Jenderal), Serikat Buruh Sejahtera Independen'92, yang 
diwakili oleh Sunarti (Ketua) dan Asep Djamaludin (Sekretaris), dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., dkk, 
kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Centre for Government, 
Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm untuk selanjutnya disebut sebagai 
Para Pemohon.  
 

C. BATU UJI 

Bahwa pengujian formil Perppu Cipta Kerja dianggap Para Pemohon 

bertentangan dengan  ketentuan  Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C 

ayat (1)  Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 

1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan 

konstitusional Para Pemohon. 

 

D. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap pengujian formil Perppu Cipta Kerja dalam permohonan a quo, 

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 [3.11]  Menimbang bahwa  berkenaan dengan pokok permohonan, para 

Pemohon pada dasarnya mendalilkan bahwa proses pembentukan Perppu 

2/2022 tidak memenuhi ketentuan hal ihwal kegentingan yang memaksa 

berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 (cacat formil/cacat prosedur) karena 

terdapat pelanggaran pelanggaran yang dilakukan secara terang benderang dan 

secara nyata diketahui oleh publik. Selain itu, terdapat cacat yang nyata dalam 

proses pembentukan Perppu 2/2022 bahkan selain cacat formil juga bermasalah 

secara materiil;  

[3.12]  Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 

permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

[3.12.1] Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023, Mahkamah telah melaksanakan 
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sidang pemeriksaan pendahuluan untuk mendengarkan penjelasan mengenai 

materi permohonan para Pemohon dan dalam persidangan tersebut, Mahkamah 

telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nasihat atas permohonan 

yang diajukan oleh para Pemohon. Kemudian pada tanggal 27 Februari 2023, 

Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dengan 

agenda mendengarkan penjelasan perbaikan permohonan para Pemohon. 

Selanjutnya Mahkamah melaksanakan sidang pleno dengan agenda 

mendengarkan keterangan Presiden pada tanggal 28 Maret 2023, namun oleh 

karena pihak Presiden dan/atau yang mewakili menyatakan belum siap 

memberikan keterangannya dalam persidangan maka Presiden dan/atau yang 

mewakili memohon kepada Mahkamah untuk menunda sidang pleno tersebut 

[vide Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 pada tanggal 28 Maret 

2023]. Kemudian atas permohonan penundaan sidang tersebut, Mahkamah 

menjadwalkan sidang pleno dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden 

menjadi tanggal 11 April 2023, yang selanjutnya dengan konfirmasi para pihak, 

pelaksanaan persidangan pleno tersebut dimajukan menjadi tanggal 6 April 

2023. 

[3.12.2] Bahwa DPR dalam Rapat Paripurna pada tanggal 21 Maret 2023 telah 

menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, Presiden pada tanggal 31 Maret 2023 telah 

mengesahkan dan mengundangkan Perppu 2/2022 menjadi Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 

6/2023) [vide Bukti PK-1].  

[3.12.3] Bahwa berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah telah 

menyelenggarakan persidangan pada tanggal 6 April 2023 untuk menanyakan 

sikap para Pemohon terkait dengan hal sebagaimana diuraikan pada Paragraf 

[3.12.2]. Dalam Pemeriksaan Persidangan perkara a quo tersebut, kuasa hukum 

para 85 Pemohon memohon untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara a quo 

meskipun Perppu 2/2022 yang dimohonkan pengujian disahkan oleh Presiden 

menjadi UU 6/2023, dengan alasan pada pokoknya menurut Pemohon, substansi 

permohonan masih ada dan tetap menjadi persoalan [vide Risalah Sidang 

Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023, tanggal 6 April 2023]. Atas dasar fakta 

tersebut, Mahkamah pada hari itu juga langsung mengadakan Rapat 

Permusyawaratan Hakim dan berpendapat bahwa sebagai salah satu bentuk 

hukum Perppu 2/2022 telah berubah menjadi undang-undang sehingga Perppu 

2/2022 yang menjadi objek permohonan para Pemohon sudah tidak ada lagi 

karena telah berubah menjadi UU 6/2023. Dengan demikian, permohonan para 

Pemohon telah kehilangan objek. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan 



 

4 

 

asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan [vide Pasal 2 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], maka menurut 

Mahkamah Permohonan para Pemohon sudah tidak relevan lagi untuk 

dilanjutkan pemeriksaannya.  

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah 

kehilangan objek, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak 

dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 

 

E. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima 

 

F. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 

umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 

dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 

negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 

dalam Perkara Nomor 14/PUU-XXI/2023 terhadap pengujian formil Perppu Cipta 

Kerja adalah permohonan Para Pemohon Tidak Dapat Diterima. Sehingga, hal 

tersebut mengandung arti bahwa proses dan syarat pembentukan Perppu a quo 

tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. 
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